BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.370, 2010 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL.
K eterbukaan Informasi Publik.

PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 148/KA/V11/2010
TENTANG
PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa untuk mewujudkan reformas penyelenggaraan
pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, partisipatif,
efektif, dan efisien yang sesuai dengan aturan hukum yang
ada serta kemudahan mengakses dan mengawasi kebijakan
pemerintah, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

b. bahwa untuk menyamakan persgpss dan pemahaman
mengenai  keterbukaan informasi publik di lingkungan
Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) sesuai Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi  Publik, perlu menyusun Peraturan Kepaa
BATAN tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
di BATAN;
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Mengingat

Menetapkan :

c. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan
kegiatan pelayanan Keterbukaan Informasi  Publik
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Kepala BATAN tentang Pelaksanaan
Keterbukaan Informasi Publik di BATAN;

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang
Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3676);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informas Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

4. Keputusan Presden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisass dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

5. Keputusan Presiden Nomor 16/M Tahun 2007,

6. Peraturan Kepala BATAN Nomor 392/KA/X1/2005 tentang
Organisasi dan TataKerjaBATAN;

7. Peraturan Kepala BATAN Nomor 004/KA/1/2006 tentang
Pedoman Pembentukan Peraturan/Keputusan Kepala
BATAN.

8. Peraturan Komisi Informas Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR
NASIONAL TENTANG PELAKSANAAN KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK DI BADAN TENAGA NUKLIR
NASIONAL.
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BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang
mengandung nilai, makna, dan pesan, bak data, fakta maupun
penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disgjikan dalam
berbaga kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi
informas dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.

Informasi Publik adalah informas yang dihasilkan, disimpan, dikelola,
dikirim, dan/atau diterima oleh BATAN yang berkaitan dengan kepentingan
publik.

BATAN adalah Badan Publik Lembaga Pemerintah Non Kementerian
dengan seluruh satuan kerja yang ada di bawah koordinasinya yang tugas
pokok dan fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan negara dalam
pemanfaatan tenaga nuklir dengan dana utamanya bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informas
publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum
Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik.

Pegjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang selanjutnya disingkat
PPID adalah pgabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di BATAN.

Atasan PPID adalah pgabat yang merupakan atasan langsung pejabat PPID
yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat PPID yang
bersangkutan.

Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau
badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik .

Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara
sistematis tentang seluruh informas publik yang berada di bawah
penguasaan BATAN tidak termasuk informas yang dikecualikan.
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Pasal 2

Peraturan ini bertujuan untuk:

1.

(1)
(2)
3)

(1)

(2)
3)

Memberikan standar bagi BATAN dalam meaksanakan pelayanan
Informasi Publik;

Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Informas Publik di lingkungan
BATAN untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas,

Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses terhadap
Informasi Publik di BATAN;

BAB Il
KEWAJBAN, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB
Bagian Kesatu
Kewajiban Pemohon dan Pengguna Informasi
Pasal 3

Setigp Pemohon Informasi Publik ke BATAN wajib memberi aasan
permintaan Informasi Publik.

Pengguna Informasi Publik BATAN wajib menggunakan Informasi Publik
tersebut sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengguna Informasi Publik BATAN wajib mencantumkan nama BATAN
sebagal sumber diperolehnya Informasi Publik, baik yang digunakan untuk
kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesua dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Kewagjiban BATAN
Pasal 4

BATAN menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informas
Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informas
Publik.

BATAN menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak
menyesatkan.

BATAN menyediakan sistem layanan informasi dan dokumentasi sesual
dengan petunjuk teknis standar layanan Informas Publik yang berlaku
secara nasional sehingga dapat diakses dengan cepat, mudah dan wajar.
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BATAN menunjuk dan menetapkan PPID.

BATAN menetapkan Standar Prosedur Operasional Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi.

Pasal 5
PPID sebagai mana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terdiri atas:

a. PPID Pembantu adalah Kepala Pusat/Biro/Inspektur/Ketua STTN, yang
dibantu oleh Kepala Bagian Tata Usaha atau pegabat yang ditunjuk
sebagal Petugas Pelayanan Informas.

b. PPID Utama adalah Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas, yang
dibantu olen Kepala Bagian Humas, Kepala Bagian Hukum dan Kepala
Sub Bagian Tata Usaha sebagal Petugas Pelayanan Informasi.

Dalam melaksanakan tugas tertentu PPID berkoordinasi dengan Atasan
PPID jikadiperlukan.

Atasan PPID Pembantu dan PPID Utama adalah Sekretaris Utama.
Pasal 6

Kewagjiban BATAN yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian
Informasi Publik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Ketiga
Tugas dan Tanggung Jawab PPID
Pasal 7

PPID Pembantu maupun PPID Utama bertugas dan bertanggung jawab
melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi yang meliputi:

a

penyimpanan dan pendokumentasian informas dengan mengumpulkan

seluruh informasi yang ada di bawah penguasaan PPID masing-masing

berupa:

1. informasl yang wgjib disediakan dan diumumkan secara berkalg;
2. informasi yang wajib tersedia setiap saat;

3. informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi.

pengumuman penyediaan dan pelayanan informas dilakukan melalui situs
resmi (website) BATAN dan/atau atas permintaan pemohon informasi.

menyampaikan pengguan keberatan yang diterima dari Pemohon Informasi
kepada Atasan PPID.
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Bagian Keempat
Tugas dan Tanggung Jawab Atasan PPID
Pasal 8

Atasan PPID bertugas dan bertanggung jawab:

a

mengoordinasikan pemberian informas untuk memenuhi permintaan
informas dan pengajuan keberatan olen Pemohon Informasi dengan PPID
Pembantu dan/atau PPID Utama apabila diperlukan.

melakukan uji konsekuens dan uji kepentingan publik bersama PPID
Pembantu dan/atau PPID Utama, dengan seksama dan penuh ketelitian
sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses
oleh setiap orang.

memberikan tanggapan/keputusan atas keberatan yang digukan oleh
Pemohon Informasi Publik.

BAB Il
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN
Bagian Kesatu
Informasi yang Wgjib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala
Pasal 9

(1) BATAN wajib menyediakan dan mengumumkan secara berkala Informasi

Publik yang sekurang-kurangnyaterdiri atas:
a. informas yang berkaitan dengan profil BATAN vyaitu:

1. informas tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap,
lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungs serta
satuan/unit kerjayang ada di bawahnya; dan/atau

2. struktur organisasi, gambaran umum setigp satuan/unit kerja, profil
singkat pgabat struktural.

b. ringkasan informasi mengena program dan/atau kegiatan yang sedang
dijalankan, yaitu:

1. namaprogram dan kegiatan;

2. penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan, nomor telepon
dan/atau alamat yang dapat dihubungi;

3. target dan/atau capaian program dan kegiatan;
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jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;
anggaran program dan kegiatan meliputi sumber dan jumlah;
agenda penting terkait pelaksanaan tugas BATAN,;

informasi  tentang penerimaan calon pegawa dan/atau pejabat
BATAN;

informas tentang penerimaan calon peserta didik Sekolah Tinggi
Teknologi Nuklir (STTN); dan/atau

informas khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak
masyarakat.

. ringkasan informasi tentang kinerja yang ada berupa narasi tentang
redlisasl kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta
capalannya.

. ringkasan laporan keuangan, sekurang-kurangnyaterdiri atas:

1.
2.
3.

4,

rencana dan laporan realisas anggaran;
neraca;

laporan arus kas dan catatan atas lagporan keuangan yang disusun
sesual dengan standar akuntansi yang berlaku; dan/atau

daftar aset dan investasi.

. ringkasan laporan akses informasi publik, sekurang-kurangnya terdiri
alas:

1.
2.

4,

jumlah permohonan informasi publik yang diterima;

waktu yang diperlukan dalam memenuhi setigp permohonan
informasi;

jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian

atau seluruhnya, dan permohonan informas publik yang ditolak;
dan/atau

alasan penolakan permohonan informasi publik.

. informas tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang
mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh
BATAN, sekurang-kurangnyaterdiri atas:

1.

daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan, keputusan
dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan; dan/atau

daftar peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah disahkan
atau ditetapkan.
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g. informas tentang hak dan tata cara memperoleh informas publik, tata
cara pengguan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi
publik berikut pihak-pihak yang bertanggung jawab yang dapat
dihubungi.

h. informas tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau
pelanggaran yang dilakukan baik oleh pgabat BATAN maupun pihak
yang mendapat izin atau perjanjian kerja dengan satuan/unit kerja
BATAN.

I. informas tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa.

J. informas tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuas
keadaan darurat.

(2) Kewagjiban mengumumkan Informas Publik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan
sekali.

Bagian Kedua
Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta
Pasal 10

BATAN waib mengumumkan secara serta merta suatu informas agpabila
terjadi kedaruratan nuklir dan non nuklir yang oleh karena sifat dan kondis
kritisnya dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.

Bagian Ketiga
Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat
Pasal 11

(1) BATAN wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-
kurangyaterdiri atas:

a. Daftar Informas Publik yang sekurang-kurangnya memuat:
1. nomor;
2. ringkasan isi informasi;
3. pgabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi;
4. penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi;
5. waktu dan tempat pembuatan informasi;
6. bentuk informas yang tersedia; dan
7. jangka waktu penyimpanan atau retens arsip.
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. informas tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan BATAN,
sekurang-kurangnya memuat antara lain:

1. dokumen pendukung seperti naskah akademis, kagian atau
pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan
dan/atau kebijakan tersebut;

2. rancangan peraturan, keputusan dan/atau kebijakan tersebut; dan
3. peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan.

. seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara
berkal a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;

. informas tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan
antaralain:

1. profil pimpinan dan pegawai; dan

2. anggaran secara umum maupun anggaran secara khusus pada satuan
kerja pelaksana serta laporan keuangannya.

. surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen
pendukungnya.

. surat menyurat pimpinan atau peabat BATAN dalam rangka
pel aksanaan tugas pokok dan fungsinya.

. Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan
berikut dokumen pendukungnya.

. data perbendaharaan atau inventaris.

I. rencanastrategis dan rencana kerja BATAN.

|. agendakerja Pimpinan BATAN.

. infformas  mengenai  kegiatan pelayanan informasi Publik yang
dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informas Publik yang
dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani,
anggaran layanan Informasi Publik sertalaporan penggunaannya.

. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam
pengawasan internal serta laporan penindakannya.

.jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh
masyarakat serta lgporan penindakannya.

. daftar serta hasil-hasi| penelitian yang dilakukan.
. informas publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat
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(2)

(1)

(2)

3)

berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan
Informasi Publik.

p. informas dan kebijakan yang disampaikan pegabat BATAN dalam
pertemuan yang terbuka untuk umum.

Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan format pada Lampiran | dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
Pasal 12

BATAN wajib membuka akses bagi setigp Pemohon Informasi Publik
untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

a. informas yang dapat membahayakan kepentingan BATAN dan negara;

b. informas yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan bahan bakar
nuklir dan teknologi nuklir yang dinyatakan bersifat terbatas/tertutup;

c. informas tentang lokas geografis keberadaan dan jumlah sumber daya
bahan galian nuklir;

d. informas yang apabila dibuka dapat mengganggu kepentingan
perlindungan hak kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan
usahatidak sehat;

e. informas yang berkaitan dengan rahasia pribadi;
f. informas yang berkaitan dengan rahasia jabatan dan/atau;
g. informas Publik yang diminta belum dikuasal atau didokumentas kan.

Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana di maksud pada ayat (1)
didasarkan atas pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu
informas diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa
menutup informas publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar
daripada membukanya atau sebaliknya.

Setigp informas yang dikecualikan diuji konsekuensi oleh atasan PPID.
BABV
MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI
Bagian Kesatu
Permohonan Informas Publik
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Pasal 13

Setigp Pemohon Informasi Publik dapat menggjukan permintaan untuk
memperoleh Informasi Publik kepada BATAN secara tertulis atau tidak
tertulis.

PPID mencatat permintaan Informasi Publik yang digukan secara tidak
tertulis dalam formulir permohonan.

Formulir permintaan informasi sebagaimana dimkasud pada ayat (1)
menggunakan format pada Lampiran |l dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua
Pemberitahuan Informas Publik
Pasal 14

PPID memberikan pemberitahuan tertulis terhadap setiagp permohonan
Informasi Publik menggunakan format pada Lampiran Il dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Dalam hal penyampaian Informas Publik yang tidak diberikan saat
permohonan dilakukan, PPID memberikan pemberitahuan tertulis kepada
Pemohon Informas dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari
kerja sgiak nomor pendaftaran dikeluarkan.

Dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak, PPID memberikan
pemberitahuan tertulis bersamaan dengan formulir penolakan permohonan
menggunakan format pada Lampiran 1V dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi antara
lain:
a. informas yang diminta ada di bawah penguasaan BATAN,;

b. memberitahukan Badan Publik mana yang menguasa informasi yang
diminta bilainformasi tersebut tidak ada di bawah penguasaan BATAN,;

menerima atau menolak permintaan informasi beserta alasannya;
format informasi yang tersedia;

biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan informasi yang dimintg;
waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan informasi yang diminta;

@ =~ o o 0

tanda bukti penerimaan permintaan berupa nomor pendaftaran dalam hal
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(5)

(1)
(2)

3)

(4)

(1)
(2)

permintaan informasi tidak disampaikan secara langsung atau melaui
surat elektronik.

PPID dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan
tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling
lama 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara
tertulis.
Bagian Ketiga
Pencatatan Informasi Publik
Pasal 15

PPID mencatat semua permohonan informasi dalam buku register
permintaan informasi.

Setigp  Pemohon Informas meminta salinan informasi, PPID wajib
mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek informasi
serta cara penyampaian informas yang diminta Pemohon Informasi Publik
di dalam buku register permintaan informas.

Daam hal permintaan informasi diterima seluruh atau sebagian, salinan
informasi disampaikan kepada Pemohon Informasi dalam jangka waktu
paling lama 5 (lima) hari kerja sgak pembayaran biaya diterima oleh
BATAN.

Format buku register permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) terdapat pada Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keempat
Biaya-Biaya
Pasal 16

Pemohon informas menanggung biaya penyainan informas dan
pengiriman salinan informas.

Besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
pertimbangan biaya yang berlaku umum di wilayah setempat.

Bagian Kelima
Penolakan Permohonan Informas Publik
Pasal 17

PPID menyampaikan adanya penolakan memberikan suatu informasi yang
diminta oleh pemohon informas secara tertulis melalui surat biasa atau surat
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elektronik kepada Atasan PPID dan melakukan koordinas untuk uji
konsekuens dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja pertama
sgiak nomor pendaftaran dikeluarkan.

BAB VI
MEKANISME PENGAJUAN KEBERATAN
Bagian Kesatu
Penggjuan dan Registrasi Keberatan
Pasal 18

(1) Setigp Pemohon Informasi Publik dapat mengaukan keberatan secara
tertulis kepada Atasan PPID berdasarkan alasan berikut:

a. penolakan atas permintaan informas berdasarkan alasan pengecualian

b.

@ =~ o o 0

sebagai mana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);

tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1);

tidak ditanggapinya permintaan informasi;

permintaan informasi ditanggapi tidak sebagai mana yang diminta;
tidak dipenuhinya permintaan informasi;

pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau

penyampaian informass yang melebihi waktu yang diatur dalam
Undang-Undang.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Atasan
PPID melalui PPID atau langsung kepada Atasan PPID dengan cara
mengis formulir keberatan melalui sarana komunikasi seperti situs resmi
atau surat biasa.

(3) Daam hal keberatan disampaikan secara lisan, PPID membantu
mengiskan formulir keberatan dan ditandatangani oleh Pemohon
Informasi.

(4) Formulir keberatan sekurang-kurangnya memusat:

a. nomor registrasi;

b.
C.
d.

tanggal diterimanya keberatan;
Identitas lengkap pengaju keberatan;
alasan pengajuan keberatan sebaga mana dimaksud pada ayat (1);
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(5)

(6)

(1)
(2)

(1)

(2)

3)

(4)

e. waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang dig ukan;
f. namadan tandatangan pengaju keberatan; dan
g. hama dan tanda tangan petugas yang menerima pengajuan keberatan.

PPID memberikan salinan formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) kepada Pemohon Informasi Publik yang menggukan keberatan
sebagal tanda terima pengajuan keberatan.

Format formulir keberatan terdapat pada Lampiran VI dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 19
PPID mencatat pengajuan keberatan dalam buku register keberatan.

Format register keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat
pada Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan ini.

Bagian Kedua
Tanggapan Atas K eberatan
Pasal 20

Atasan PPID memberikan tanggapan/keputusan atas keberatan yang
digukan olen Pemohon Informas Publik secara tertulis dalam jangka
waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sgak diterimanya salinan
formulir keberatan.

Tanggapan Atasan PPID sekurang-kurangnya memuat:
a. tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;
b. nomor surat tanggapan atas keberatan;

c. tanggapan tertulis atasan PPID atas keberatan;,

d. perintah atasan PPID yang bersangkutan apabila keberatan dikabulkan
baik sebagian atau seluruhnya; dan

e. jangka waktu pelaksanaan perintah sebagai mana dimaksud pada huruf d.
PPID melaksanakan keputusan atas keberatan sebaga mana dimaksud pada
ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sgak
dikeluarkannya keputusan tersebut.

Dalam hal Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan tidak

puas dengan keputusan atasan PPID, berhak menggukan permintaan
penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu


http://www.djpp.depkumham.go.id

(1)

(2)

3)

(1)

15 2010, No.370

paling lama 14 (empat belas) hari kerja sgak diterimanya keputusan PPID
sebaga mana dimaksud pada ayat (1).
BAB VII
LAPORAN
Pasal 21

PPID Utama membuat dan mengumumkan laporan pengelolaan dan
pelayanan informas dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah
tahun pelaksanaan anggaran berakhir dan menyampakan salinan laporan
tersebut kepada Komis Informasi Pusat.

Laporan pengelolaan dan pelayanan informas tersebut merupakan
hasil/kumpulan laporan pengelolaan dan pelayanan informasi dari PPID
pembantu.

PPID pembantu mengirimkan laporan pengelolaan dan pelayanan
informas kepada PPID Utama dalam jangka waktu paling lama 10
(sepuluh) hari kerja setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.

Pasal 22

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, sekurang-kurangnya
memuat:

a. gambaran umum kebijakan pengelolaan dan pelayanan informas di
masing-masing PPID, antaralain:
1. sarana dan prasarana pengelolaan dan pelayanan informas yang
dimiliki beserta kondisinya;
2. sumber daya manusia yang menangani pengelolaan dan pelayanan
informas beserta kualifikasinya; dan

3. anggaran pengelolaan dan pelayanan informasi serta laporan
penggunaannya.
b. rincian pengelolaan dan pelayanan informass masing-masing PPID
meliputi:
1. jumlah permintaan informasi;

2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informas
dengan klasifikas tertentu (1-3 hari, 4-10 hari, 11-17 hari atau lebih
dari 17 hari kerja)

3. jumlah permintaan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau
seluruhnya dan permintaan informasi yang ditolak; dan

4. aasan penolakan informasi.
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C. rincian penyelesaian sengketainformasi, meliputi:
1. jumlah keberatan yang diterima;
2. tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya;
3. jumlah permintaan penyelesaian sengketa ke Komis Informasi

4. hasil medias atau keputusan gudikas Komis Informasi dan
pelaksanaannya;

5. jumlah gugatan yang dig ukan ke pengadilan; dan
6. hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya.

d. kendala eksternal dan internal dalam melaksanakan pengelolaan dan
pelayanan informas;

e. rekomendas dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas
pengelolaan dan pelayanan informasi.

(2) Laporan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk:

a. ringkasan mengena gambaran umum pelaksanaan pengelolaan dan
pelayanan informasi, dan merupakan laporan yang wajib diumumkan.

b. laporan lengkap yang merupakan gambaran utuh pelaksanaan
pengelolaan dan pelayanan informasi, dan merupakan laporan yang
wajib tersedia setiap saat.

Pasal 23

Laporan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informas disampaikan oleh
Atasan PPID kepada Komisi Informasi, KepalaBATAN, dan PPID.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 24

Standar pengelolaan dan pelayanan informasi serta tata cara pengelolaan
keberatan di lingkungan BATAN diatur lebih lanjut dalam Prosedur
Operasional Pengelolaan dan Pelayanan Informasi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25
Peraturan ini mulai berlaku padatanggal ditetapkan.
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Agar setigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Kepala BATAN ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 21 Juli 2010

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR
NASIONAL,

HUDI HASTOWO
Diundangkan di Jakarta
padatanggal 3 Agustus 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALISAKBAR
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LAMPIRAN 1 PERATURARMN
KEPALA BADAN TEMAGA NUKLIR NASIONAL

NOMOR @ L48/KANII2010
TANGGAL @ 21 Juli 2010

DAFTAR IMFORMASI PUBLIK

Ma. | Ringkasan isi informasi | Pejabat/Lnit/ . Penaiggurdg Waktu dan . _un_3._m+. Infarmasi .._.m:m__.nw weakt
Sdtker yang  jawab pembuatan tempat infonmasi _ _ _ penyimpanan
menguasal atau penarbitan pembuatan | yvang tersedia Wajib WWajin Wajib atau Retens! Arsip
informasi infarmas diumumkan | divmumkan | disediagkan

secara berkala | serta mertz | setiap saat

KEPALA BADAN TEMAGA NUKLIR NASIOMAL,

HUDI HASTOWS
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LAMPIRAN II PERATURAN
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIOMNAL
NOMOR  : 14B8/KA/VII/2010

TANGGAL : 21 Juli 2010

K Badan Tenaga Nuklir Naslonal
% JI. Kuningan Baral, Mampang Prapalan, Jakarla Selalan 1270

.
‘g}/ katak Pas 4390 Jakarta 12043
M A Telepon: {021) 5251109, Faksimili: {021} 5251110

FORMLLIR PERMOHONAN INFORMASI (RANGKAF DUA)

Mo. Pendaftaran {diisi petugas* ...
Mama L erereerrererererrererereresiereiesreimreeas s eiereieErRanr e ret tare e et smes smn ean e et rmren
Alamat L e e e
Rinclan Informasl yang dIBULURKEN oo e esss cemisssvmen s sssnsn s s sns s s s s sesmras s ne
Alasan meminta informasi Y
Cara memperoleh informasi= . |:| Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat™*

2 I:l Mendapatkan salinan informasi {Aardoopyysoftcomy)**
Cara mengirimkan infarmasi Diambil langsung

-
2, I:I Kurir
3

Ds
E-mail
5. I:l Faksimili
JaKArE, .. e 20
Petugas Pelayanan Informasi, Pemchon Informasi,
{Penerima Permchonan}
(e e i ]

* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan informasi publik
=+ Pllih salah satu dengan mamberi tanda +

KEPALA BADAMN TENAGA MUKLIR NASIONAL,

HUDI HASTOWO


http://www.djpp.depkumham.go.id

2010, No.370 20

LAMPIRAN III PERATURAN

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR  : 148/KA/VII/2010

TANGGAL : 21 Juli 2010

Badan Tenaga Nuklir Nasional

kotak Pos 4390 Jakarta 12043

i 'k-.
f @ JI. Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 1270
ST

Telepon: (021) 5251109, Faksimili: (021) 5251110

PEMBERITAHUAN TERTULIS

Berdasarkan permohonan Informasi pada tanggal ... bulan .. tabun ... dengan nomor pendaftaran®...., Kami
menyampaikan kepada Saudara/fi:

Mama
Alamat

Nomeor Telepon/ e-mai L et eenr et e e annt et e e s e
Pamberitahuan sehagai berikut:

Ma. Hal-hal vang terkait Informasi Publik keterangan
1. Penguasaan Informasi Publik*> |:|Hami
[ Badan Publik/Satuan Ketia [BinnyYa e,
z. Bentuk fisik yang tersedia*t [ ] Softcopysalinan elektronik
[ ] Hardoapw/salinan tertulis
3. Biava yana dibutuhkan®** |:| Pervalinan Rp...x (jumlah lembaran)
|:| Pengiriman Rp...
4, Waktu penyediaan®¥*~ ... hari
Pejabat Pengeldla Informasi dan Dokumentasi (FPIDY
[ e e ]
ket:
* Sesuai dengan romor pendaftaran pada formulir permohonan
** Pilih salah salu dengan membsen anda
wkE Biaya penyalinan (fotokopi/disket) danfatau biaya pengiriman (khusu kurir dan pos) sesuai dengan standar biaya
yarg telah ditetapkan
ELE o

Waktu penvediaan paling lama 17 hari kerja

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

HUDI HASTOWQO


http://www.djpp.depkumham.go.id

21 2010, No.370

LAMPIRAN IV PERATURAN
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR  : 148/KA/VIL/2010

TANGGAL : 21 Juli 2010

*ay  Badan Tenaga Nuklir Nasional

(%% 1. Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 1270
. v kotak Pos 4390 Jakarta 12043
&,

Lk Telepon: {021) 5251109, Faksimili: (021) 5251110

FORMULTR PENGLAKAN PERMOHOMAN TNFORMAST PLIBLTK (RANGKAP DAY

M. Pendaftaran {diisi pefugas*):............
Mama T CEEE e R R LR R A S0
Alamat L et bbbttt et b an bt ae s
Namer Telepan/e-mail L e e et e e e et e
Informasi vang dibutuhkan L e e e e e e pe e
Alasan ettt e e ettt
(diisi dengan Pasal dan Undang-Undang e e s e

AN RN U T e et

Informasi Publik ini dikecualikan dengan mempartimbangkan bahwa:

Dengan mempertimbangkan  berbagai konsckuonsi bordasarkan alasan pengeouvalian diatas, memutuskan  bahwa:
FERMOHOMAN IMFORMASI DITOLAK, Femberan Informasi hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan Komisi
Informasi dan/etau pengadilan.

Petugas Pelayanan Informasi Pemohcn Informast
{Pererima Permohonan)

Ket:
* Diisi cleh petugas berdasarkan nomeor registrasi permohanan informasi publik
=+ Coret yang tidak perlu

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIOMAL,

HUDI HASTOWQO
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LAMPLRAMN V PERATURAN
KEPALA BADAN TENAGA MUKLIR NASTOMAL
HOMOR  : 148/KANIT2010

TANGGAL 21 Juli 2010
BUKU REGLSTER PERMINTAAMN INFORMAS]
=N Tonggaol karma Alarat Alasan Fzoutuson Alzzam Cara Waldu Fetnzramn Jznis Mo mehcran
rmarinka Purialisian ramperedeh Mzlinas can | Meming
irfzrmasi saliran rengetahui | 4= nen
inlarrrasi
Lt
Wamcr s diisi nomee 2encaftaan penmohonan irformasi
Tanpz! v disl mngaal permekoran dicedmz
VETE v dilsl nama e
Alarrar + dlisl alzrar l=ngkap dan {elas darl pemekon unn< mamodshkan flds infarmas vang diml=-a akan dikidm

Lnfammas vang dirmi s
Alasan meminta mforwvas
feputusan

Aloson Mo claksr
Cara memperoleh infz-wasi
Wl

“rhorstar
Jenis Ferrnabunaan

: du

Infannas detal y=ng cirr rta

Alrsan memaban infarrasl Lotuk apa merminta Irfornasl rersehur

: di=l dengan keterangan apakah infarmasi yang dimine dikuasal atzu tdzk, ol adak szrarkan unbuk Sadar 12k laindsadezr l2n yang dapet disju untuk nendapat<an
Infzrmasl Publik vang diautuhkan Pemahon Informes), Mla dikuass | apakah 1formast Publik vans dinine dapat & berlkan atau ddak.

: diisi olosan zcmadakan bila permnahonan | Formasi dikclak:
=i baga mana cara memperoleh infarmasi vang diminz, mizal: ay melibaty nerm-aca/mendengarks ndmencotak; b) rmendapat sali-an infarmasi {soiToopy atay nardcomy)
=i wiki yang o bomuabkan untuk mernacrikan pembcr zahuan bertd! s sckagaimora dimokswud dalare Masal 12 5ot wakts sampol dencan informasi dikiimisn amo

diterims oleh Pamashon Infermasi Publ w0 Wakzo o kelomrpoedan menjadi (23 13 hari, (b4 10 hari, (o) 11 17 hari, gan (<) lebib daci 17 hari kers

informesi torfang lecocratan =cra normaor rogistrasi keberatan bila Pemchen I-formasi Fublis mengajukan keberatan kepoda Atoso - PPID.
diisi lenlirey junis permotarangbes rginan Pernobon Infeemmasi Pualil, apakab bargss ingin eee! hag g rmezminba salinen Intarnasi Publik

KEPALM BADAN TENAGA NUKLIE NASIOMAL,

HUDI HASTOWD
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LAMPIRAN VI PERATURAN

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIOMAL
NOMOR @ 148/KA/VIIJ2010

TANGGAL : 21 Juli 2010

kg Badan Teraga Nuklir Nasional
<)% I Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 1270
g Kotak Pas 4390 Jakarta 12043

¥ Telepon: {021) 5251109, Faksimili: (021} 5251110

FORMULIR KEBERATAN (RAMGKAP DUA)
PERMYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN [NFORMASI

o

A, INFORMAST PEMGAIL KEBERATAN

Momor Registrasi Kebsaratan © e e et [diisi aleh petugas®)
MNomor Permobonan Informasi TRV .
Tujuan Penggunaan [nformasi e e e e e
Identitas Pamohon
MNama TP TP
Alamat PR
MNermar Tekepon L e e

E. ALASAN KEBERATAN

D. HARLTANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN ARAN CIBERIKAN: ..ociv i 2010 (disi cleh petugas)y**
Demikiar keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya saya ucapkan terima kasih.

Jakarta, ... 201054+

Petugas Pelayaman Informasi Pemohon Informasi
{Fererima Penmohonan)

o BT ) Lo )

Ket:

* momer registor pongajuan keberatan diisi bordasarkan buku registor pengajuan keboratan

**  Diisi sesual dengan ketentuan jangka waktu dalam

***  Tanggal diisi dengar tanaggal diterimanya pengajuan keberatan vaitu sejak keberatan dinyatakan lengkap sesuai
dengan buku register pengajuan keberatan

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

HUDI HASTOWO
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LAMPLRAM V1L PERATURAM
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIE NASIONAL

NOMOR, 145/KAMNII 2010
TANGGAL ¢ 21 Juli 2010
EUEL REGISTER KEBERATAM
Purrar Reygister Targge| Momaor Ema Alemat Fontak vang  |Alasan keberataq Waktu MNama Petugay Tanda tangan Tanda =gan
k=beratan PEMmmahanan permohonzr capat dinukurgi pzmbcran Ferronizn Fotugas
kezzrztan d=r =nggal tznggapan atas
direHma Fermmahrnzr keberatan
diterima
Leterangan:

oror Desmohonan

Tanggel permrchonan keera@n

“ara

Alamst

sontak ya 1y dapal dihuburg!

Alasan keboratan

Waklu pemberizn Zngeapan atas keberatan
Fejurbial wiany berlanuguny jrsab rocrandgapi koo Lan
Wari polugas

Zara pembayerzn bizya

Oidya

il romor urdt sermahanan infarmasi

clis’ tamgzal permahonan keberatan dikerima

cBl nema pemaheon

c Bl alamat lzrckap dan jelas dari pamchon unbu < memudahkar jika informasi vang diminta s<an diki rim
ol nomar kelepony HP dangalag o mai

¢l alasan yang o guanakan untuk nenga)kan keberatan sebacaimana Pasal 35 ayat (1) UU KIP

¢l kapan bzias wakis Kzberetan herus dijawab olzh 2zjabet vang boroemarg

Ol s o pe by w alan mermscrikan ngyapian sesodi dengan kesenangan vang diberkan ock 348TaN
CiEl mera

il Cara oombayarar, miszlinya dibayar langsee akau lransor

sl il v dikeraken Lerhadan perdet-an infurrmasi [disi sslelah pendeor membeaear bigyd yar dienakan)

KEPALA BADAMN TENAGA NUKLIE MASIONAL,

HUDI HASTOWO
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